BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY

TERHADAP KORPORASI ATAS PEMBAKARAN HUTAN ILEGAL

A. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu
organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor)
atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor). 10 Dari hal inilah
kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik:
Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-
lain.?> Pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan
bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis
dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam
beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan
komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem
juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi,
pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia
memunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama

perubahan itu tidak drastis.?®

%5 Agoes Soegianto. 1lmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan.
(Surabaya: Airlangga University Press, 2010), him. 1
% 1bid, him. 39
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Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara
bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut
meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan
dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas,
yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup
manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan).
Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi,

ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup
adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia
dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia
berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia
dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto,
lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk
hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak
berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki
cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian

lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:?’

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari
gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi,

gaya tarik, ombak, dan sebagainya.

27 St.Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Buku 11,(Bandung: Nasional
Binacit,1985), him. 201
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b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis
berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga
disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti

reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan
materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin,
gedung, dan lain-lain,

2. Lingkungan  biososial, yaitu manusia dan
interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan
beserta hewan domestic dan semua bahan yang
digunakan manusia yang berasal dari sumber
organik, dan

3. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan
dengan tabiat batin manusia seperti sikap,
pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini
terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa,

dan lain-lain.

d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara
institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang

terdapat di daerah kota atau desa.
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Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P.
Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum
lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh
yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang
hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut
pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan
dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam,

faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain™.?

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu
ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda
tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk
uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup
bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.
Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam
UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian
dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-
1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No.
32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan

hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang-undang sebelumnya

28 RM Gatot Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, 1991, Sinar Grafika,
Jakarta, Hal 14 Dalam Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No.
32 Tahun 2009, Yogyakarta, Cetakan 1, Graha Ilmu, Hal 78
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yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan
alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris,

melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas
bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur
atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk
tak hidup (abiotic). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan
timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain.
Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik denga
makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di
lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup
dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam
kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.
Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya
perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup.
lImu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan
ekologi.?® Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian
masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai
masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai
sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di

dunia. Secara global perhatian terhadapa lingkungan dimulai di kalangan

29 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan:Perspektif Global Dan Nasional, Rajawali Pers,
Jakarta, 2016, him. 1
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Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-
hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan
lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan.
Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan

publik.%

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan
127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Perbedaan
mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan
Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-
Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik
karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan
dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Beberapa point penting dalam UU
No. 32 Tahun 2009 antara lain:
Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
a. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

b. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;

% Ibid, him. 11
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Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen
pengendalian;

. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;

Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan
lingkungan global;

Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang lebih efektif dan responsif;

Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan

yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Yang dimaksud Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan

hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH

(Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
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. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan
RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika
suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi
lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan.

Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru,
antara lain: KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), tata ruang,
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), UKL-UPL (Upaya Kelola
Lingkungan — Upaya Pemantauan Lingkungan), perizinan, instrumen
ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko
lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai
dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya
konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/
atau pelestarian fungsi atmosfer.

. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:

a. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi

pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk
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pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL),
pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa
hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin,
melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI
tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

b. Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH)
dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya
sebagai jabatan fungsional.

Selanjutnya, pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda
bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup dibandingkan dengan undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap tindak pidana dibagi dalam dalam

delik materil maupun delik materil.

Hanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pengaturan
pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1997 hanya ada enam pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana
dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan
Pasal 46). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ada 19
Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan
pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan

dalam UUPPLH lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan, misalnya
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ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri
tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya
disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan AMDAL tanpa
sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan

sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam
delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin (2009: 122) delik

materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang
menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang
tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan
hukum administrasi seperti izin.

2. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar
hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk
pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam
UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yenga berkaitan

dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu:

Pasal 105
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Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatua
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c
dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua
belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak

Rp. 12.000.000.000.

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara
kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d
dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima
belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak

Rp. 15.000.000.000.

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan
perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan
denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp.

15.000.000.000.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling
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singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit

Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana yang
harus didasarkan pada persyaratan administratif dari perusahaan atau
individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak pidana terhadap

lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal seperti:

Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut,
atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda

paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling

sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah pada
sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi
dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah. Dalam undang-undang yang

baru tersebut, juga diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi,
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yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga
terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan
terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2).
Pengaturan yang berbeda juga dapat diamati pada peran kejaksaan yang
dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang
perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan
pidana tambahan atau tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120).%!

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-
undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk
menyebutkan badan hukum atau rechtpersoon dalam bahasa Belanda dan
legal person dalam bahasa Inggris. Korporasi secara etimologis berasal dari
kata corporatio dalam bahasa latin. Dalam Black’s Law Dictionary

memberikan penjelasan sebagai berikut:

Corporation. An entity having authority under law to act as single person
distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock
and exist indefinitely; a group or succession of persons estalished in
accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal
personality distinct from the natural ersons who make it up, exist
indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution
gives it.

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya,

melainkan harus ada yang mendirikan dan harus ada yang bertindak sebagai

31 http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html diakses
pada Rabu 10 Mei 2017, pukul 14:35 WIB
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kuasa (agents) dari korporasi tersebut. Sedangkan menurut E. Utrecht/Moh.

Soleh Djindang, yaitu:*?

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum
bertindak bersama- sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai
suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota,
tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersndiri yang terpisah dari hak dan
kewajiban anggota masing-masing.

Pengertian Korporasi menurut A. Abdurachman adalah suatu kesatuan
menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut UU suatu
negara, untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan atau aktivitas lainnya
yang sah. Korporasi ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk
sesuatu jangka waktu yang terbatas, memiliki nama dan identitas yang
dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, serta
berhak untuk mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan
melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat
melaksanakannya menurut UU suatu negara. Pada umumnya suatu
korporasi dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah

pemerintah atau tikelir.3

Berbicara tentang korporasi maka Kkita tidak bisa melepaskan
pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan
terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtpersoon) dan
badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan

bidang hukum perdata. Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan

32 E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Ichtiar Baru,
Jakarta, 1983, yang dikutip dalam Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2011 him. 63

33 http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-korporasi-menurut-
pakar.html diakses pada tanggal 13 juli 2017 pukul 19:08 WIB
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manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, yang mana ia
disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan  masyarakat
membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu
tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitu pun manusia itu
menggunakan iluminasi, bila lumen (cahaya) dari bintang dan bulan tidak
mencukupi atau tidak ada. Berdasarkan uraian tersebut, ternyata korporasi
adalah suatu badan hasil cipta hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri
dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan
unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh
karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali

penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.3

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita
sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang
diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.®® Kata korporasi secara
etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah
corporatie, Inggris dengan istilah corporation, Jerman dengan istilah
korporation, dan bahasa latin dengan istilah corporatio. Korporasi dilihat
dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut
arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artinya yang

sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum

34 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana
Paramedia Group, Jakarta, him. 23
% A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, him 54
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yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang
melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum
perdatalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup
untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya
dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum. Keberadaan suatu
korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi
sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus
ada yang mendirikan, yaitu atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut
hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan
korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan
hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau

natural person dan badan hukum atau legal person.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi
hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata,
yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga
karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat
lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dinyatakan
bahwa korporasi tersebut mati atau bubar. Hukum pidana Indonesia
memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut
hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam
hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas
daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata,

subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan
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hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri
atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan
badan hukum (legal person). Yang dimaksud dengan pengertian korporasi
mmenurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Namun dalam
hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum,
seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah
disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi,
menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan
persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga
dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan
orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-
perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan
usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas

nama kumpulan orang tersebut.3®

2. Perkembangan Pemikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana

Korporasi

Sampai dengan saat ini masih terdapat pemikiran hukum, yang
membuat suatu pengkotak-kotakan atas teritori hukum, dimana suatu
rezim hukum hanya berlaku terhadap wilayah rezim hukum tertentu. Hal
ini  membawa konsekuensi pada keterbatasan keberlakuan atas

terminologiterminologi hukum. Perkembangan pemikiran dalam wilayah

36 http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-korporasi-dan-tindak-pidana.html
diakses pada Selasa 9 Mei 2017 , pukul 21:44 WIB
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hukum perdata, dianggap hanya berlaku terhadap persoalan-persoalan
yang muncul dalam wilayah hukum keperdataan, demikian juga dengan
perkembangan pemikiran dalam hukum pidana seolah-olah hanya berlaku
dalam lingkungan hukum pidana saja. Sehingga tidak dimungkinkan
terjadinya pertukaran (exchange) maupun perluasan (enlargement)
maupun imbasan (intrution) antar rezim hukum yang berbeda. Namun
demikian dalam perkembangannya pemikiran hitam putih ini mengalami
reduksi. Masing-masing rezim hukum tidak bisa membebaskan wilayah
hukumnya dari pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap
intrusi pemikiran hukum dari rezim yang berbeda. Dapat dipidananya
korporasi, adalah salah satu contoh riel dari perluasan pemikiran, dimana
konsep dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula bertumpu pada
subjek hukum orang (natuurlijke persoon) diperluas tidak hanya terbatas
pada subjek hukum orang tetapi juga subjek hukum korporasi
(rechtspersoonlijkheid). Secara lebih konrit hal tersebut terlihat dalam
Pasal 51 W v S (KUHP Belanda) yang telah diperbaharui pada tahun 1976

sebagai berikut:

1) Tindak Pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan
badan hukum;

2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum,
dapat dilakukan tuntutan pidana, dan jika dianggap perlu dapat
dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam

undang-undang terhadap:
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a. Badan hukum atau;

b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan

perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak

sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu, atau;

C. Terhadap yang disebutkan di dalam a dan b bersama-sama;
3) Bagi pemakaian ayat selebihnya disamakan dengan badan
hukum perseroan tanpa hak badan hukum, perserikatan dan
yayasan.®’

Pembaharuan terhadap KUHP Belanda ini menjadi sesuatu yang
sangat penting, mengingat para penyusun KUHP sebelumnya menganut
asas “societas universitas delinquere non potest” (badan hukum tidak
dapat melakukan perbuatan pidana). Hal ini secara jelas tercantum dalam
memori penjelasan KUHP Belanda yang berlaku pada saat itu (1
September 1886) bahwa: “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan
olehperorangan (natuurlijke persoon). Pemikiran fiksi (fictie) tentang sifat
badan hukum (rechtspersoonlijkheid) tidak berlaku pada bidang hukum
pidana...” Sebelum lebih jauh membahas tentang pertanggungjawaban
pidana korporasi, lebih bijaksana disajikan terlebih dahulu perkembangan
pemikiran  tentang  pertanggungjawaban pidana  korporasi. D.
Schaffmeister, secara lengkap menguraikan perkembangan pemikiran
tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pembagian

pentahapan sebagai berikut:

37 Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004, hal. 12.
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Tahap Pertama, pembagian perkembangan pemikiran tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi dimulai dengan tahap pertama, yang
ditandai dengan adanya usaha-usaha agar perbuatan pidana yang dilakukan
badan hukum, dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon). Sejak KUHP
tahun 1886, pembentuk undang-undang telah memulai memasukkan dalam
beberapa peraturan dan undang-undang khusus tertentu, larangan-larangan
dan perintah-perintah terhadap para pengurus yang bertanggungjawab,
berupa kewajiban-kewajiban, supaya mereka itu menjamin pelaksanaan
peraturan-peraturan tersebut dalam badan atau perusahaan yang
dipimpinnya. Dengan itu seorang pengurus pantas membebaskan
diri,apabila dapat menunjukkan bahwa ia telah melaksanakan kewajiban-
kewajibannya guna menjamin pelaksanaan dari peraturan tersebut.
Kemungkinan pemaafan (disculpatie) ini pada waktu itu dimasukkan
dalam Pasal 51 lama. Berdasarkan hal tersebut tidak ada sanksi pidana
bilaman dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan di luar
kemauannya. Namun demikian persoalan muncul ketika perumusan
perbuatan pidana itu secara jelas atau implisit ditujukan pada keadaan yang
hanya dimiliki oleh badan hukum sendiri. Sejak tahun 1902, Hooge Raad
tidak mengakui “lompatan kecil dari badan hukum ke organ” seperti
interpretasi yang dilukiskan oleh Remmelink dengan menentukan bahwa
pengurus perusahaan tram bukanlah perusahaan itu sendiri. Ares baku

(standaardarrest) mengenai hal ini adalah:
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a. Apa yang disebut Wilde-bussen-arrest dari tahun 1938
(putusan  Bis-Bis  Liar) perihal pengangkutan
penumpang dengan mempergunakan otobis tanpa izin
(izin tersebut harus diberikan kepada badan hukumnya
dan bukan kepada direkturnya. Oleh karena itu
hanyalah badan hukumnya yang dapat mengangkut
tanpa izin);

b. Gelderse Sporwegreclame-arrest dari tahun 1952,
dimana Hoge Raad memutuskan bahwa peraturan yang
dilanggar tidak ditujukan terhadap para pengurus, akan

tetapi kepada NV. Spoor-wegreclame sendiri.

Pada saat yang bersamaan terdapat perkembangan yang menjauhkan
diri dari pengertian perbuatan pidana yang hanya dimaknai secara fisik
(fysieke daderschaps-begrip) yang merupakan ciri khas KUHP pada tahap
permulaan. Perluasan pengertian pembuat pidana secara fisik, antara lain
mengakibatkan banyaknya kejadian yang dahulu harus diselesaikan
dengan “menyuruh-lakukan” (doen plegen), harus diselesaikan dengan
melalui “melakukan perbuatan pidana” (plegen). Hal ini dapat dianggap
sebagai suatu dorongan yang kuat yang menjurus kepada pengakuan
perbuatan pidana dari korporasi. Dengan padangan fungsional ini Kita
lebih sering berhadapan dengan korporasi sebagai pembuat perbuatan

pidana fungsional.
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Tahap kedua, pentahapan berikutnya disebut dengan tahap kedua,
yaitu pada periode setelah perang dunia kedua yang ditandai dengan
pengakuan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi.
Namun tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan
hukum tersebut. Oleh sebab itu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan
oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus
dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Kemungkinan terjadinya diskulpasi
(disculpatiemogelijkheid) yang disebut sebelumnya dari pasal 51 lama,
juga dianggap dapat diperlakukan untuk kejadian-kejadian ini. Secara
perlahanlahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus
kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara
nyata memimpin lakukan perbuatan yang dilarang tersebut.
Pertanggungjawaban pidana yang langsung dari korporasi masih belum

muncul.

Tahap Ketiga, tahap ketiga terjadi pada masa setelah perang dunia
kedua, dimana tanggungjawab pidana langsung dapat dimintakan kepada
korporasi. Secara kumulatif korporasi dipertanggungjawabkan menurut
hukum pidana, di samping mereka yang bertindak sebagai pemberi
perintah atau pimpinan yang nyata berperan dalam perbuatan pidana itu.
Pertama kali hal ini terjadi untuk *“ordeningsstrafrecht dalam putusan
pengendalian harga dari tahun 1941. Paragraf 6 ayat 2 yang menyebutkan:
badan-badan hukum dan perseroan-perseroan, sama halnya dengan

perorangan (natuurlijkpersoon) dapat dijatuhi pidana.
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Pada saat yang bersamaan munculnya Undang-undang Tindak Pidana
Ekonomi (WED) pada tahun 1943 dapat dipandang sebagai induk
(moeder) atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.46 Relevan dengan
perkembangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi
yang terjadi di Belanda, ternyata pada saat yang hampir bersamaan juga
terjadi di Indonesia, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Drt
tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana

Ekonomi, yang dalam Pasal 15 ayat 1 secara tegas menyebutkan:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama
suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau
yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta
tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan,
perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi
perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak
sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun
terhadap kedua-duanya”.

Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana korporasi
dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara
lain UU No. 6 tahun 1984 tentang Pos; Undang-undang Nomor 31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang
Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Persoalan
yang perlu dicermati sekarang adalah, kalau di Belanda sejak tanggal 23
Juni 1976 sudah dianut subjek tindak pidana korporasi dalam hukum
pidana  umum (commune strafrecht), sementara di Indonesia
pertanggungjawaban pidana korporasi belum diatur secara umum, yaitu

hanya terbatas pada perundang-undangan khusus di luar KUHP.
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3. Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat
organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur
hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-
kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang
sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian
bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada
tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan
korporasi dengan kepentingan berbagai pihak. Konsepsi kejahatan korporasi

menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

“Konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan
yang dilakukan oleh big business dan jangan dikaitkan dengan
kejahatan oleh small scale business (seperti : penipuan yang
dilakukan oleh warung atau toko dilingkungan, pemukiman Kkita
atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya).”

Sementara itu menurut Marshall B. Clinard dan Petter C Yeager :

“Tindak pidana korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh
korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah
hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum

pidana.”

Dalam pengertian yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Box :

“Kejahatan korporasi adalah kejahatan, terlepas dari apakah yang
hanya diancam hukuman di bawah badan administratif, atau apakah
hanya sekedar melanggar hak-hak sipil. Mungkin menjadi
pertanyaan mengapa banyak kejahatan korporasi ditangani badan-
badan administratif bukan pengadilan pidana. Tetapi itu tidak
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menjastifikasi pengecualian tindakan-tindakan korporasi yang
diatur oleh badan-badan administratif dari kajian kejahatan
korporasi.”38

4. Sanksi Pidana Bagi Korporasi
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa
pidana pokok dan pidana tambahan. Selama ini, berbagai undang-undang
pidana Indonesia baru menetapkan denda sebagai sanksi pidana pokok bagi
korporasi. Sanksi pidana pokok dan pidana tambahan yang akan dijatuhkan
kepada korporasi, diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, yaitu :
a. Pidana Pokok meliputi:
1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana kurungan
4) Pidana denda
5) Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan meliputi:
1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang tertentu
3) Pengumuman keputusan hakim

Tidak mungkin untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada suatu korporasi
berupa pidana penjara, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tidak
mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana
berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undang-undang
tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada
pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda (keduanya
sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif, yaitu harus kedua sanksi tersebut

dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan). Dengan kata

38 http://raypratama.blogspot.nl/2012/02/pengertian-korporasi-dan-tindak-pidana.html
diakses pada tanggal 10 Mei 2017 Pukul 15:57 WIB
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lain, korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi
pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan
sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif (artinya dapat dipilih oleh
hakim). Apabila kedua sanksi pidana itu bersifat alternatif, maka kepada
pengurusnya dapat dijatuhi sanksi pidana penjara saja, atau sanksi pidana
denda, atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif. Sementara
kepada korporasinya hanya dijatuhkan sanksi pidana denda karena korporasi
tidak mungkin menjalani sanksi pidana penjara. Apabila sanksi pidana
ditentukan secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, bukan
secara alternatif, tetapi ada ketentuan lain dalam undang-undang itu yang
menentukan dengan tegas bahwa dalam hal tuntutan dilakukan terhadap
korporasi akan dijatuhkan sanksi pidana denda saja (mungkin dengan pidana
denda yang lebih berat), maka sanksi pidana penjara dan denda yang
ditentukan secara kumulatif itu tidak menghalangi pidana denda saja kepada

korporasi.

Bagaimana caranya agar pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang
diberlakukan pula bagi korporasi selaku pelaku tindak pidana yang diatur
dalam undang-undang tersebut dan tidak menimbulkan keraguan bagi para
penegak hukum untuk menuntut pula korporasi selain  menuntut

pengurusnya, setiddaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang itu bahwa korporasi
dapat dituntut sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam undang-

undang itu;
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b. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan
sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila
pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggung jawaban
pidana adalah manusia; sedangkan apabila pelaku tindak pidana adalah
suatu korporasi, maka tindak pidana yang ditentukan di dalam pasal-

pasal pidana dalam undang-undang itu adalah berupa pidana denda.

Dengan mengambil sikap seperti di atas, maka penyidik (polisi), penuntut
umum (jaksa) dan hakim tidak perlu mergukan apakah suatu korporasi dapat
dituntut sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang yang
bersangkutan dan tidak ragu-ragu pula mengenai bentuk atau jenis sanksi

pidananya.

a. Pengumuman Keputusan Hakim
Salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada
korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak
atau media elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk
mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang
sebelumnya telah memiliki reputasi yang sangat baik akan betul-betul
dipermalukan bila sampai terjadi hal yang demikian itu. Bentuk sanksi
pidana ini, sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan
sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan (deterrence)

b. Pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi
Bagaimanakah dengan pidana yang berupa pidana mati? Mungkinkah

pidana mati dijatuhkan terhadap suatu korporasi. Arti lain dari “mati”
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bagi suatu korporasi adalah “bubarnya” korporasi tersebut. Korporasi
diberi sanksi pidana berupa “pembubaran korporasi” yang tidak lain
sama hakikatnya dengan “pidana mati” atau “hukuman mati” bagi
korporasi tersebut. Apabila korporasi dibubarkan sebagai akibaat
dijatuhkannya sanksi pidana, maka konsekuensi perdatanya adalah
“likuidasi” atas aset korporasi yang bubar itu.

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
suatu bank dapat diperintahkan untuk dibubarkan oleh Pimpinan Bank
Indonesia apabila Bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan
usahanya atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
memahayakan sistem perbankan. Perintah pembubaran bank oleh Undang-
undang Perbankan dilihat sebagai tindakan tata tertib, bukan sebagai sanksi
administratif.

a. Pencabutan Izin Usaha yang diikuti dengan Likuidasi Korporasi
Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana
berupa pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin usaha, maka
sudah barang tentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi
melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Guna memberikan
perlindungan kepada kreditor, hendaknya putusan hakim berupa
pencabutan izin usaha tersebut dibarengi pula dengan perintah kepada
pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan

untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya. Antara
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putusan hakim berupa pencabutan izin usaha disertai perintah likuidasi

dan putusan hakim berupa pembubaran korporasi sebagai hasil akhir

boleh dikatakan tidak ada bedanya. Keduanya mengakibatkan

perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan usaha dan aset korporasi

dilikuidasi.

b. Pembekuan Kegiatan Usaha
Pembeukan kegiatan terhenti, dapat ditentukan oleh hakim untuk
jangka waktu tertentu saja atau untuk selamanya. Sementara itu,
pembekuan semua kegiatan, hanya dapat diputuskan oleh hakim
untuk jangka waktu tertentu. Apabila untuk selamanya, maka
putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi
berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha
diikuti dengan likuidasi.
c. Pidana Tambahan

Melakukan pembersihan lingkungan atau clean up dengan biaya
sendiri atau menyerahkan pemersihanya kepada Negara atas beban
biaya korporasi (dalam hal tindakan pidana lingkungan hidup) yang
ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh
korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan
independen. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang
terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, misalnya membangun

rumah sakit atau pusat rehabilitas korban narkoba yang ditentukan
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oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi
berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan independen.
d. Penyitaan Korporasi

Selama  berlangsungnya  proses  pemeriksaan,  hendaknya
dimungkinkan pula dilakukan penyitaan terhadap korporasi oleh
pengadilan dengan diikuti penyerahan pengelolannya kepada direksi
sementara yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengadilan dapat
mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN yang
sejenis dalam bidang usaha dengan korporasi yang bersangkutan
untuk mengelola sementara korporasi tersebut sampai penyitaan itu

dicabut.

C. Pembakaran Hutan

1. Pengertian Pembakaran Hutan

Pengertian dari pembakaran hutan adalah keadaan dimana hutan sedang
dilalap oleh kobaran api yang menghancurkan lingkungan hutan secara
cepat maupun lambat. Dengan terjadinya pembakaran hutan atau kebakaran
hutan akan menyebabkan rusaknya lingkungan tempat tinggal bagi para
satwa. Banyak binatang yang pindah ke lokasi hutan lainnya ataupun ke
area penduduk dan hal tersebut akan menimbulkan masalah baru bagi
lingkungan. Kebakaran hutan merupakan penyebab dari pembuat kerusakan
pada hutan dengan tingkat yang sangat berbahaya serta merusak dampak

asap terbakarnya hutan dapat menyebar sampai ke negara lainnya. Seperti di
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Indonesia, asap pembakaran hutan yang pernah terjadi pernah menyebar ke

negara lainnya seperti Malaysia, Singapore, Brunei, dan lainnya.

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki hutan dengan luas
seluruh hutan di Indonesia adalah 133.300.543,98 ha. Ini mencakup
kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi persebaran hutan di
Indonesia kebanyakan berjenis hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis
diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah
hujan tinggi. Daerah-daerah hutan hujan tropis antara lain terdapat di pulau
Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Irian. Hutan hujan
tropis anggotanya tidak pernah menggugurkan daun, pohon-pohonnya lurus

dapat mencapai rata-rata 30 meter.

Faktor yang mempengaruhi persebaran hutan diantaranya adalah:

a.  Keadaan tanah; daerah gurun pasir akan membentuk hutan
yang berbeda dengan daerah tropis yang banyak hujannya.

b.  Tinggi rendah permukaan tanah; jenis hutan beserta isi
tanaman dipengaruhi oleh suhu wilayah yang berbeda
antara dataran tinggi dan dataran rendah.

c.  Makhluk hidup; manusia dapat menentukan di mana boleh
ada hutan dan tidak boleh ada hutan.

d.  Iklim; iklim yang memiliki curah hujan tinggi akan

membentuk hutan yang lebat seperti hutan hujan tropis.



52

Dari data luas hutan Indonesia di tiap Provinsi, luas hutan terbesar

adalah gabungan provinsi Papua dan Papua Barat dengan 40,5 juta ha.

Disusul

oleh provinsi Kalimantan Tengah (15,3 juta ha), dan

Kalimantan Timur (14,6 juta ha). Sedangkan provinsi di Indonesia

dengan luas hutan tersempit adalah DKI Jakarta (475 ha)m ini karena

hutan DKI Jakarta yang awalnya difungsikan sebagai hutan lindung

diubah menjadi hutan produksi dan permukiman, dan ini juga

dipastikan akan berdampak terhadap lingkungan hidup.

Adapun 3 macam kebakaran hutan antara lain :

a.

Api permukaan, kebakaran yang terjadi pada dasar atau
lantai hutan. Umumnya yang terbakar adalah tanaman
kecil. Daun kering dan kayu kering. Sifat api permukaan
adalah sangat cepat untuk merambat, memiliki api besar
panas dan bila tebal permukaannya maka akan sangat susah
untuk dipadamkan. Lain hal bila permukaan hanya
ditumbuhi sedikit tanaman, maka akan sangat mudah api
dipadamkan.

Api tajuk, kebakaran ini terjadi pada tajuk tanaman atau
dapat dikatakan kebakaran pada daun tanaman.
Merambatnya api pada daun pohon satunya ke pohon lain
membuat api cepat merambat. Namun api tidak akan

merambat jika jarak setiap tanaman berjauhan.
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c.  Api tanah, merupakan kebakaran pada lapisan organik yang
terletak dibawah lantai hutan. Penyebaran api pada api
tanah sangatlah lamban, namun api dapat tertahan dengan

jangka waktu lama pada suatu tempat.°

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya
degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan
menurunkan kesuburan tanah. Tidak hanya faktor alam yang
berpengaruh misalnya udara yang sangat panas disaat musim kemarau
namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya

hutan dan sikap yang ceroboh.*°

2. Dampak Kerusakan Hutan Di Indonesia

Saat ini Indonesia termasuk negara dengan tingkat deforestasi
tertinggi di dunia mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun. Pembukaan
dan pembakaran lahan, terutama di lahan gambut, mengakibatkan Indonesia
kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan
emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Setengah dari daratan di
Indonesia adalah hutan. Hal ini meletakkan Indonesia sebagai salah satu
negara dengan hutan tropis terpenting di dunia, yang secara signifikan
menyuplai oksigen yang cukup besar pada bumi kita. Hutan Indonesia juga

berperan penting pada saat negeri ini semakin rentan terhadap perubahan

39 http://www.alatpemadamapi.xyz/2016/01/pengertian-kebakaran-hutan.html diaksed
pada tanggal 12 Mei 2017 Pukul 17:28 WIB

40 http://agroteknologi.web.id/penyebab-dan-dampak-akibat-kebakaran-hutan/ diakses
pada tanggal 12 Mei 2017 pukul 17:30
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iklim. Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia,
setelah Brasil dan Kongo. Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat
kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen

dari sisa hutan di dunia.

Deforestasi menyebabkan hilangnya ekosistem di dalamnya, termasuk
spesies tumbuhan dan hewan langka. Padahal, 80 persen keanekaragaman
hayati terdapat di dalam hutan. Deforestasi juga menyebabkan berkurangnya
kemampuan menyerap emisi karbon dunia yang tentunya berimbas pada
meningkatnya ancaman pemanasan global. Deforestasi dan degradasi hutan
di Indonesia menyangkut berbagai permasalahan yang saling terkait,
termasuk perampasan dan penguasaan hutan, kebakaran hutan, peladangan
berpindah, pembalakan liar, perdagangan hasil hutan ilegal, dan kemiskinan.
Sebuah pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan dibutuhkan
untuk melestarikan hutan dan pohon-pohon, membantu mengatasi degradasi
lahan dan erosi, serta mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati

Indonesia.

Pendekatan ini juga mencakup perlindungan pada daerah pesisir,
mengurangi laju perubahan ikliim, dan menyediakan kebutuhan dasar bagi
kehidupan jutaan orang. Dari data yang didapat tentang data jummlah
kebakaran hutan 5 tahun terakhirdari 2011 sampai 2015 bahwa kebakaran
hutan dan lahan yang terjadi sering diakibatkan oleh ulah manusia. Faktor
yang memicu terjadinya kebakaran hutan akibat ulah manusia ini meliputi

pembukaan lahan dalam rangka pengembangan pertanian berskala besar,



55

persiapan lahan oleh petani, dan kegiatan-kegiatan rekreasi seperti
perkemahan, piknik dan perburuan. Kebakaran hutan tidak hanya
berdampak negatif terhadap ekologi dan kerusakan lingkungan saja. Namun
dampak negatif dari kebakaran hutan juga mencakup bidang-bidang lain.
Ada 4 aspek yang terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan.
Keempat dampak tersebut mencakup dampak terhadap kehidupan sosial,
budaya, dan ekonomi, dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan,
dampak terhadap hubungan antar negara, serta dampak terhadap

perhubungan dan pariwisata.

a. Dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi. Kebakaran
hutan memberikan dampak yang signifikan terhadap
kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang diantaranya
meliputi:

1) Terganggunya aktivitas sehari-hari; asap Yyang
diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis
mengganggu aktivitas manusia sehari-hari.

2) Menurunnya produktivitas; terganggunya aktivitas
manusia akibat kebakaran hutan dapat mempengaruhi
produktivitas dan penghasilan.

3) Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di
dan sekitar hutan; selain itu bagi masyarakat yang

menggantungkan hidup dari mengolah hasil hutan.
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Meningkatnya hama;  kebakaran hutan  akan
memusnahkan  sebagian  spesies dan  merusak
keseimbangan alam sehingga spesies-spesies yang
berpotensi menjadi hama tidak terkontrol. Selain itu,
terbakarnya hutan akan membuat sebagian binatang
kehilangan habitat yang kemudian memkasa mereka
untuk keluar dari hutan.

Terganggunya kesehatan; kebakaran hutan berakibat
pada pencemaran udara oleh debu, gas dan lain-lain
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan
manusia, antara lain infeksi saluran pernafasan, iritasi
mata, dan lain-lain.

Tersedotnya anggaran negara; setiap tahunnya
diperlukan biaya yang besar untuk menangani
(menghentikan)  kebakaran hutan. Pun  untuk
merehabilitasi hutan yang terbakar serta berbagai
dampak lain semisal kesehatan masyarakat dan
bencana alam yang diambilkan dari kas negara/
Menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah
satu sumber devisa negara baik dari kayu maupun
produk-produk non kayu lainnya, termasuk pariwisata.
Dengan terbakarnya hutan sumber devisa akan musnah.

Selain itu, menurunnya produktivitas akibat kebakaran
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hutan pun pada akhirnya berpengaruh pada devisa

negara.

b. Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan.

Kebakaran hutan memberikan dampak langsung terhadap

ekologi dan lingkungan yang diantaranya adalah:

1)

2)

3)

4)

Hilangnya sejumlah spesies; selain membakar aneka
flora, kebakaran hutan uga mengancam kelangsungan
hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik
(tumbuhan maupun hewan) terancam punah akibat
kebakaran hutan.

Erosi; hutan dengan tanamannya befungsi sebagai
penahan erosi. Ketika tanaman musnah akibat
kebakaran hutan akan menyisakan lahan hutan yang
mudah terkena erosi baik oleh air hujan bahkan angin
sekalipun.

Alih fungsi hutan; kawasan hutan yang terbakar
membutuhkan waktu yang lama untuk kembali menjadi
hutan. Bahkan sering kali hutan mengalami perubahan
peruntukan menjadi perkebunan atau padang ilalang.
Penurunan kualitas air; salah satu fungsi ekologis hutan
adalah dalam daur hidrologis. Terbakarnya hutan
memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan

menyerap dan menyimpan air hujan.
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5) Pemanasan global; kebakaran hutan menghasilkan asap
dan gas CO2 dan gas lainnya. Selain itu, dengan
terbakarnya hutan akan menurunkan kemampuan hutan
sebagai penyimpan karbon. Keduanya berpengaruh
besar pada perubahan iklim dan pemanasan global.

6) Sendimentasi sungai; debu dan sisa pembakaran yang
terbawa erosi akan mengendap di sungai dan
menimbulkan pendangkalan.

7) Meningkatnya bencana alam; terganggunya fungsi
ekologi hutan akibat kebakaran hutan membuat
intensitas bencana alam (banjir, tanah longsor, dan
kekeringan) meningkat.

Dampak terhadap hubungan antar negara; asap hasil kebakaran
hutan menjadi masalah serius bukan hanya di daerah sekitar
hutan saja. Asap terbawa angin hingga ke daerah lain bahkan
mencapai berbagai negara tertangga seperti Singapura,
Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dampak terhadap perhubungan pariwisata; kebakaran hutan
pun berdampak pada pariwisata baik secara langsung ataupun
tidak. Dampaknya seperti ditutupnya obyek wisata hutan dan
berbagai sarana pendukungnya, terganggunya transportasi,
terutama transportasi udara. Kesemuanya berakibat pada

penurunan tingkat wisatawan secara nasional.
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D. Teori Vicarious Liability

1. Pengertian Vicarious Liability

Vicarious liability adalah  pertanggungjawaban menurut  hukum
seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal
responsibility of one person for the wrongful acts of another). Secara
singkat vicarious liability sering diartikan sebagai “pertanggungjawaban
pengganti”. Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam Pasal 38
ayat (2) RUU KUHP yang berbunyi :

Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh
orang lain.

Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya
asas vicarious liability ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada
penjelasannya berikut ini :

Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa
kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan
pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu
tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada
tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya
atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang
dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka
pertanggung-jawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika

perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu

merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini
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penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang
ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara
sewenang-wenang. Asas pertanggung-jawaban yang bersifat pengecualian
ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau ’vicarious liability”.

Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata. Namun,
dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas
kesalahan yang dianut selama ini. dalam hukum perdata vicarious
liability diterapkan pada kasus-kasus kerugian (tort). Tort merupakan
pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang
merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam hukum pidana konsepnya
sangat berbeda. Diterapkannya hukuman (pidana) terhadap orang yang
merugikan atau mengancam kepentingan sosial, sebagian untuk
memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari
aktivitas yang bersifat anti sosial.

Penerapan doktrin vicarious liability itu berkembang dan pada akhirnya
juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana. Perkembangan
doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan yang
kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya
menganut asasprecedent. Perkembangan yang pesat
mengenai vicarious liability terjadi di negara-negara yang menganut
sistem common law, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat.

Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh

negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni
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sistem civil law. Indonesia yang termasuk sistem civil law tidak terkecuali

mendapat pengaruh dari doktrin tersebut. walaupun Indonesia tidak secara

eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat

ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga di dalam

praktek penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan.

Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi

dimana pengusaha bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaanya. Tanggung

jawab yang dipikul olen majikan itu dapat terjadi satu diantara tiga hal

berikut ini:

a.

Peraturan  perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan
pertanggungjawaban suatu kejahatan secara vicarious.

Pengadilan telah mengembangkan “doktrin pendelegasian” dalam
kasus  pemberian  lisensi.  Doktrin  itu  berisi  tentang
pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh
orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut
undang-undang kepada orang lain itu. Jadi, harus ada prinsip
pendelegasian.

Pengadilan dapat menginterprestasikan kata-kata dalam undang-
undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai
tindakan dari pengusaha. Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi
untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan vicarious

liability.



62

Syarat-syarat tersebut adalah:

1) Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara
majikan dengan pegawai atau pekerja.

2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut
harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban vicarious itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus
pidana. Jikalau vicarious liability hendak diterapkan harus terdapat dua
syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang
lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan
antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-
undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan
manusia dan menerapkan vicarious liability terhadap majikan yang tanpa
kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut
“kejahatan” dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan
atau hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak
sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap vicarious liability
crimes ini.

Ada juga alasan lain  yang  dikemukakan mengapa
membutuhkan vicarious liability. Mengapa tidak orang yang melakukan
perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan
yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin

(lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan
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oleh pemegang lisensi. Hal ini dikarenakan sulit untuk membuktikan
kesalahan terhadap majikan, actus reus dan mens rea dari buruh dibebankan
kepada majikan.*t

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang
dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal
responsibility of one person for the wrongful acts of another). Menurut
Barda Nawawi  Arief, vicarious liability adalah  suatu  konsep
pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain,
seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup
pekerjaannya (the legal responsibility of one person for wrongful acts of
another, as for example, when the acts are done within scope of
employment). Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan vicarious
liability menjadi pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban

pengganti.

Dalam kamus Henry Black vicarious liability diartikan sebagai
berikut :
The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle
for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban majikan atas
tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap
tindakan agen dalam suatu kontrak).
Ajaran vicarious liability diambil dari hukum perdata yang

kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya

41 http://septa-candra.blogspot.co.id/2012/07/pembaharuan-hukum-pidana-
konsep_1060.html diakses pada tanggal 12 Mei 2017 Pukul 18:00 WIB
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dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi
“Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di
bawah pengawasannya”. Dalam pasal ini disebutkan bahwa vicarious
liability dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut ; ()
tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang
belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang
ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-
guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remy Sjahdeni
menjabarkan tentang vicarious liability berasal dari doktrinrespondeat
superior, dimanaantara master dengan servant atau principal dengan agent
berlaku maxim qui facit per alium facit per se. Dimana menurut doktrin
tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang
melakukan perbuatan itu. Dalam hukum Inggris, vicarious liability dapat

timbul dalam beberapa bentuk hubungan yaitu :

a. principal and agent. Jika seorang agent bertindak
dalam scope authority-nya maka semua perbuatan melawan hukum (tort)

yang dilakukan agent akan menjadi tanggung jawab principalnya.

b. partnership. Semua partner dalam sebuah partnership bertanggung

jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
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C. master and servant. Master (majikan) bertanggung jawab atas
tindakan tort yang dilakukan oleh servant (karyawan) dalam melakukan
pekerjaannya.

Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban pidana,
ajaran vicarious liability mirip dengan konsep penyertaan (deelneming).
Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang
memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi
rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai
pertanggungjawaban. Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan
pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya

dapat dilihat :

a. Penyertaan (Deelneming)
Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik”
(penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat,

kehendak untuk melakukan tindak pidana)

b. Pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability)
Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku
fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan,
tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang
bersangkutan dengan pelaku fisik.
Perluasan tersebut dapat dilihat bahwa dalam penyertaan, *“bukan
pelaku fisik” dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur

kesengajaan (mens rea), sedangkan dalam vicarious liability tanpa
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kesengajaan pun seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana asalkan
terdapat hubungan tertentu.

Contoh kasus untuk vicarious liability sebagai berikut:

X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman telah
melarang Y (manajer rumah makkan/minum tersebut) untuk mengizinkan
atau menyediakan pelacuran di tempat itu, tetapi Y telah melanggarnya. X
tetap dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangannya
antara lain dikonstruksikan sebagai berikut: “X telah mendelegasikan
kewajibannya kepada Y sebagai manager. la telah melimpahkan
pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan di bidang perdagangan itu kepada
manager, ini berarti hanya ada suatu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si

manager adalah pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu.”

Lain halnya jika misalnya x sebagai pemilik restoran telah menyatakan
kepada pelayannya Y, untuk tidak menjual minuman keras kepada orang-
orang yang tidak membeli makanan. Dalam hal Y, si pelayan, telah

melangar, X tidak dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaanya vicarious
liability memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
apabila : (1) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; (2) yang
dilakukan employee merupakan perbuatan bantuan/pembantuan (aiding and
abetting); (3) yang dilakukan employee adalah percobaan tindak pidana

(attempt to commit an offence).
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Mahrus Ali berpendapat, ada dua syarat penting yang harus
dipenuhi untuk dapat menerapkan teori vicarious liability, yaitu : (1) harus
terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan
pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus
berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Romli
Atmasasmita, mempertegas bahwa vicarious liability hanya berlaku
terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, yakni
delik-delik yang mensyaratkan kualitas dan delik-delik yang mensyaratkan
adanya hubungan antara buruh dan majikan. Sedangkan, Scanlan dan Ryan,
dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, seorang pemberi kerja
hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila
perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas
pegawainya itu. Secara a contrario hal itu berarti seorang pemberi kerja
tidak harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
dilakukan pegawainya apabila perbuatan itu dilakukan di luar atau tidak ada
hubungan dengan tugasnya.

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum
Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti
(vicarious liability). Walaupun demikian, para pembuat undang undang dan
akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam
hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono
Reskodiputro, doktrin vicarious liability dari sistem hukum Anglo-Amerika

perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia
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yang berasal dari sistem hukum eropa kontinental. Isyarat ini dapat dilihat
dalam RKUHP tahun 2012, dalam pasal 38 dirumuskan :
(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa
seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-

unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang
lain.4?
2. Penerapan syarat subjektif pertanggungjawaban pidana
Dalam KUH Pidana, sengaja diartikan sebagai kemauan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh
undang-undang. Ada 2 teori yang berhubungan dengan kesengajaan yaitu
teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak memandang bahwa
sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam
rumusan undang-undang. Sedangkan menurut paham teori pengetahuan
memandang bahwa sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena
suatu tindakan yang dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena
itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang
terlebih dahulu tidak dibuat.
Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak perlu terlalu kaku

diberlakukan dalam pertanggungjawaban korporasi mengingat aspek

42 http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-
pengganti.html diakses pada tanggal 13 juli 2017 pukul 19:26 WIB
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viktimologis kejahatan korporasi yang begitu meluas. Penerapan
pertanggungjawaban pidana bagi korporasi secara kaku dapat menjadi
faktor kriminogen yang akan menambah maraknya kejahatan korporasi.
Syarat subjektif dalam pertanggungjawaban pidana akan meliputi
kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada alasan
pemaaf. Apabila ini akan tetap dipakai, maka : pertama, dalam
pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional
pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional
(fungsioanl daderchap). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu
perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan
perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan
perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan
bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi
dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek
tindak pidana. Terhadap konsep ini, Muladi secara kongkrit
merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan tujuan
statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang
terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup
pekerjaan dari perusahaan. Dengan kata lain apabila perbuatan yang
terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka
perbuatan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau

pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan.
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Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup
pada politik perusahaan atau kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan.
Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan dari
pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan
yang nyata dari perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari
korporasi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada
korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama
korporasi.

Ketiga, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan
mengadopsi alasan pemaaf bagi natural person. Hal ini sebagai konsekuensi
dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi
diatributkan menjadi kesalahan korporasi, sehingga hapusnya kesalahan
pengurus karena alasan pemaaf menjadi hapus juga kesalahan korporasi.
Sementara itu dalam pasal 50 RUU KUHP (tahun 2004) disebutkan bahwa
alasan pemaaf yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang bertindak
untuk dan atas nama korporasi yang pertanggungjawabannya dibebankan
kepada korporasi akan meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi
pelakunya. Bagi korporasi alasan pemaaf tersebut juga berlaku sepanjang
hal itu diajukan terlebih dahulu oleh korporasi. Bunyi selengkapnya pasal 50
RUU KUHP adalah “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat

diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi,
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dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung

berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.*?

43 http://hasanudinnoor.blogspot.co.id/2010/05/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi.html
diakses pada tanggal 15 juli 2017 pukul 16:59 WIB
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